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PERBANDINGAN SISTEM EETATANEGARAAN

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN HINDIA BELANDA

oleh

KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO

Abstrak

Jika kite menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945) dan Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-
Indie atau yang biasa disingkat‘lhdjscbe Staatsregeling
(IS) secara berdampingan, akan tampak édanya persamsaan-
‘persamaan yang menyolok dalam hal sistem ketatanegaraan-—
nya. Hal ini mungkin merupakan suatu gejala universal
ataﬁ suatu kebetulan belaka. Akan tetapi ada kemungkinan
pula bahwa IS memang telah dipergunakan sebagai model

dalam penyusunan UUD 1945.

Melalui penafsiran yuridis, khususnya penafsiran histo-—
ris dan perbandingan hukum, kemungkinan ini dicoba untuk

diunji.

~Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada banyak persamaan
antara sgsistem ketatanegaraan Republik Indoﬁesia dengan
Hindia Belanda yang bersifat khas. Artinya, persamaan-
persaﬁaan itu bukanlah suatu gejala yang universal
belaka. Hal ini mengingat bahwa komponen-komponen yang

sama itu tidak dijumpai terﬁtama dalam sistem ketata-
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negaraan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni
Soviet. Dalam hal ini perlu diingat, bahwa keempat
sistem ketatanegaraan ini sering dijadikan model bagi
konstitusi negara—-negara yang lain. Atas dasar fakta ini
ditarik kesimpulan bahwa sistem ketatanegaraamn Hindia
Belanda telah dijadikan model dalam penyusunan sistem
ketatanegaraap Republik Indonesia. Dengan kata lain, IS

merupakan model-konstitusi bagi UUD 1945.



CONSTITUTIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE NETHERLAND-INDIA (A COMPARATIVE STUDY)

by
KORRNIATMANTO SOETOPRAWIRO

Abstract

When the Undang-Undang Pasar 1945 (the Indonesian Con-—
stitution) is compared with the Wet op de Staatsinrich-
ting van Nederlandsch-Indie or Indische Staatsregeling
or IS (the Netherland-Indian Constitution), it shows
some obvious similarities especially on their constitu—
tional systems. It may a universal phenomencn or an ac-
cidental one. Otherwise it may alsc an indication that
the IS was used as a model when the UUD 1945 was

drafted.

Through the 1ega1—historical',interpretation and legal
comparative method, this thesis tries to investigate and
describe the background and phenomena behind the simi-

larities.

The result of the investigation shows that there are
lots of specific similarities between the two'constifu—
tions. It means that the similarities are not a univer-
sal phenomenon entirely. The similarities are not found

in the American, or the British, or the French, or the
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Russien constitutional systems. The constitutional sys—
tems of those co&ntries are referred as models by the
most other constitutions in the world. Based on this
fact, it concluded that some of the Netherland-India
constitutional systém was referred to when the ryp 1945

was drafted. In other words, the IS is a constitution-

model of the oD 1945.
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Kata Pengantar

Tesis ini merupakan tugas akhir dalam rangka studi pada
Fakultas Pascasarsana Universitas Padjadjaran, Program
Studi Ilmu Hukum, Bidang Kajian Utama Hukum Ketatanega-
raan. Adapun materi pokok tesis ini adalah suatu hasil
studi yang membuktikan.bahwa sewaktu UUD 1945 dirancang,
ISN telah dipergunakan sebagai model—-konstitusi oleh

Penyusun UUD 1945 itu.

Melalui studi ini dicoba untuk diungkapkan latar bela-
kang suasana, di samping cara berpikir sertas maksud dan
tujuan Penyusun UUD 1945, sewaktu UUD 1945 ifu dirancang
‘dan disusun. Hal ini erat berkaitan dengan tekad untuk
melaksanakan UUD 1945 itu secara murni dan konsekuen.
Tekad ini mewajibkan kita untuk mengerti dan memahami
hal-hal tersebut di atas. Untuk kemudian diaktualisasi-
kan dengan suasana dan kepentingan bangsa dan negara In-

donesia dewassa ini.

Selanjutnya dengan rendah hati sayalakui bahwa tesis inti

tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan yang datang

dari pelbagai pihak.-Ucapan terima kasih tentu saja

wajib saya sampaikan kepada para pihak tersebut,

terutama kepada:

l. Bapak Prof.Dr.R.Sri Soemantri Martosocewignje, SH
sebagai Ketua Komisi Pémbimbing, serta bapak Dr.

Ateng Syafrudin, SH dan bapak Bagir Manan, SH, MCL
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gsebagai para anggota Komisi Pembimbiﬁg;

2. Pimpinan Universitas Padjadjaran, terutama Pimpinan
Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran;

3. Pimpinan Universitas Katolik Parahyangan, khususnya
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Katolik Para-
hyangan;

4. Para Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Pascasar—
Jana, khususnya di lingkungan Program Studi Ilmu
Hukum, Bidang Kajian Utama Hukum Ketatanegaraan;

5., Staf Sekretariat Program Studi Xlmu Hukum Fakultas
Pascasarjana, Universitas Padjadjaran;

6. Wahyanto Nugroho dan st;f UPTP Universitas Katolik
Parahyangan, khususnya Gatot, Boi, Gatut, dan Sammy;

7. Keluarga, khususnya bude Sr. Floribertha osu, bapak-

ibu P. Marsoedihardjo, serta adik—adik;

Akhirnya, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada
isteriku Winarni dan anakku Danang atas kesediaan mereka
berbagi doa dan karya, budi dan hati, prihatin dan

perhatian bersamaku.

Namun demikian tanggung Jjawab atas tesis ini tetap

merupakan kewajiban saya pribadi.

Bandung, 10 April 1989

Koerniatmanto Soetoprawiro
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BAB 1

PENDAHUYLUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dirancang oleh Badan
fenyelidik Usasha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(Badan Penyelidik) pada sidang ke dua, yang berlangsung
pada tanggal 10 - 17 Juli 1945. Kemudian disahkan seba-—
gai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18

Agustus 1946.

Pada mulanya UUD 1945 memang dimaksudkan sebagai undang-
undang dasar sementara. Undang-undang dasar tetap, diha-
rapkan akan dapat disusun kelak jika sussana telah ten-
teram, dan Majelis Permusyawaratan ﬁakyat telah dapat
bersidang. Hal ini sesuai dengan isi kgtentuan pasal (2)
Aturan Tambahan UUD 1945, yang bérbunyi:
Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rak-
yat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan
undang-undang dasar.
Ketentuan yuridis yang menunjukkan sifat kesementaraan
UUD 1945 ini diperkuat oleh ucapan.Soekarno sebagai Ke-—

tua PPKI waktu itu:



+..dan tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa un-
dang-undang dasar yang buat sekarang ini, adalah un-
dang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya mema-
kai perkataan: ini adalah undang-undang dasar kilat.
Nanti kalau kita sudah bernegara di dalam suasansa
vyang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan
kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat
membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan
lebih sempurna.

Tuan~tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar
undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar
kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah
revolutie gropndwet. Nanti kita membuat quangmundang
dasar yang lebih sempurna dan lengkap ...

Harapan untuk menyusun suatu undang-undang dasar tetap
untuk selanjutnyas mewarnai perjalanan ketatanegaraan Re-
publik Indonesia. Konstituante yang bersidang sejak
tanggal 10 November 1956 sampai tanggal 5 Juli 1959 di
- Béndung seharusnya menghasilkan undang-undang dasar baru
yang bersifat tetap. Namun, harépan vyang tertumpah pada
Konstituante ini sirna bersamaan dengan macetnya persi-

dangan Konstituante itu sendiri.

Diawali dengan anjuran Presiden untuk kembali ke UUD
1945, proses berlakunya kembali UUD 1945 dimulai. Anjur-
an Presiden ini memperoleh dukungan serta dirumuskan
kembali oleh Dewan‘Menteri pada tanggal 19 Februarti
1959. Selanjutnya hasil rumusan Dewan Menteri tentang
Anjuran Presiden ini disampaikan kepada Kohstituante dan

Dewan Perwakilan Rakyat, dalam bentuk Anjuran Pemerin-~

Muhammad Yamin, WNaskah Persiapan Undang-Undang DRasar
1945, jilid pertama, Jakarta: Soeroengan, cet. ke dua,
1971, hal. 401



tah. Hal ini kemudian diikuti oleh pidato Presiden di
hadapan Sidang Xonstituante pada tanggal 22 April 1959
vyang antara lain mengulangi Anjuran Pemerintah untuk

kembali ke UUD 1945.

Di dalam pidato ifu, Presiden antara lain juga mengurai-
kan alasan-alasan diajukan Anjuran Pemerintah itu. Di
antara alasan—alasan itu ialsh:
Undang—Undang' Dasar 1945 merupakan 'Dokumen Histo-
ris’, atas dasar mana Revolusi dimulai dan yang dapat
dipakai untuk landasan guna penyelesaian Revolusi pa-
da tingkatan sekarang.
Selain itu, UUD 1945 juga dinilai cukup demokratis dan
sesual dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Oleh karens

itu Presiden juga menekankan, agar UUD 1945 itu diterima

dan dipertahankan sebagai keseluruhan.

Pada akhirnya, Anjuran Pemerintah ini berhasil mempero-
leh dukungan mayoritas suaras Konstituante. Akan tetapi
kurang dari dua pertiga jumlah suara, sebagaimana disya-
ratkan oleh pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara
1950. Suasana di dalam Konstituante itu sendiri menjadi
semakin tidak menentu setelah sebagian besar anggota
Konstituante itu menyatakan tidak akan menghadiri sidang

lagi.

Untuk menembus jalan buntu itu, Presiden meminta kepada



sebuah panitia kecil,3 untuk merumuskan sebuah dekrit.
Dekrit inilah yang kelak dikenal sebagai Dekrit Presiden
5 Juli 1959. DPekrit Presiden ini memperoleh dukungan pe-
nuh dari Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum
1955.% Berdasarkan Dekrit Presiden inilah UUD 1945 kem-—

bali menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Sayang sekali UUD 1945 tidak dijalankan sebagaimana mes-—
tinya. Sebagdi contoh penyimpengan konstitusional atas
UUp 1945 asntara lain adalah munculnya Penetapan Presiden
(Penpres) yang berlaku sebagai undang-undang. Penpres i-
ni ditetapkan oleh Presiden tanpa persetujuan Dewan Per-—
wakilan Rakyat. Di samping itu ada pula Peraturan Presi-
den (Perpres) yang merupakan pelaksana Penpres. Selain
iﬁu, Presiden diangkat untuk seumur hidup. Hal ini jelas

bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi percobaan kudeta
vang didalangi oleh PKI, vyang terkenal dengan sebutan
G30S/PKI. Percobaan kudeta ini berhasil digagalkan. Ke-
gagalan G30S/PKI membangkitkan tekad untuk meletakkan
kembali pelaksanaan kemurnian Paricasila dan UUD 1945.

Artinya, di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan harus

3 Panitia Kecil ini terdiri atas Djuanda (Perdana
Menteri), A.H. Nasution (Kepala Staf Angkatan Darat),
Muhemmad Yamin (Menteri Negara}, Roeslan Abdulgani
(Wakil Ketua Dewan Nasional), dan Wirjono Prodjodikoro
(Ketua Mahkamah Agung)

Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Fksekutif, Jakarta:
Aksara Baru, cet. ke empat, 1981, hal. 198



didasarkan kepada aturan-aturan dan ketentuan—ketentuan
UUD 1945. Tidak boleh menyimpang atau bertentangan de-
ngan tujuan, Jjiwa, dan isi aturan—-aturan dan ketentuan-

ketentuannya.5

Perjalanan sejarah UUD 1945 geperti tersebut di atas pa-
da akhirnya menimbulkan tekad bangsa Indonesia untuk
menmpertahankan kelestariannya. Hal ini tercermin dalam
isi pasal 104 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
No. I/MPR/1983,% yang berbunyi:
Majelis berketetapan untuk mempertahankan Undang-
Undang Dasar 1945, tidak berkehendek danm tidak akan
melakukan perubahan terhadapnye serta akan melaksana-
kannya secara murni dan konsekuen.
Di pihak léin muncul pertanyaan: Apakah tidak mungkin
UUP 1945 yang diperjuangkan kelestariannya itu.sebenar—
nya disusun oleh para perancangnya dengan mempergunakan
Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch—[nd.z:e (IS)
sebagei modelnya? Masalah ini muncul mengingat sejarah
Indonesia di masa lampau. Hindies Belanda atau Neder-
landsch-Indie itu adalah suatu nama bagi Indonesia, se—
waktu masih dijajah.oleh Belanda.

Joeniarto, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Ne-
gara yang tertinggi, Jakarta: Bina Aksara, 1962, hal.
75

Sebenarnya sikaep untuk mempertahankan kelestarian UUD
1945 itu telah ada sejak awal terbentuknya Majelis
Permusyawaratan Rakyat itu sendiri, sebagaimana ter-
cermin dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
no. I/MPR/1973, tentang Tatatertib Majelis Permusyawa-—
ratan Rakyat,.



Permasalahan ini menjadi lebih kuat, jika kita ingat
bahwa latar belakang pendidikan sebagian para Bapak
Bangsa Indonesia yang secara langsung terlibat delam
proses penyusunan UUD 1945 adalah berpendidikan Belanda.
Mereka itu kebanyakan adalah para cerdik-cendekia hasil
didikan Belanda, termasuk pula para ahli hukumnya. Bah-
kan tidak sedikit di antara mereka itu yang pada masa
penjajahan Belanda ikut serta secara aktif terlibat di

dalam penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda.7

Masalah hubungan IS dengan UUD 1945 ini menjadi semakin
menarik jika kita kaitkan dengan masalah pelestarian UUD
1945 itu sendiri. Sesuatu yang pantes dilestarikan itu
tentu merupakan sesuatu yang telah memperoleh penilaian

dan pengakuan sebagai sesuatu yang baik.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas itulah muncul suatu
]
tema penelitian, yang ingin menganalisis hubungan Sistem

Ketatanegaraan menurut IS itu dengan Sistem Ketatanega-—-
Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, antara lain:
P.A. Hoesein Djajadiningrat yang adalah anggota Raad
van Nederlandsch—Indie. Di antara bekas anggota Volks-—
raad, terdapat Otto Iskandardinata, R.P. Soerosoc, M.
Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Soekardjo Wirjoprano-—
to, Muhammad Yamin, dan R. Samsoedin. dari kalangan
korps Kehakiman kita jumpai antara lain nama-nama R.
Koesoemah Atmadja, Tan Eng Hoa, R.M. Sartono, serta
A.A. Maramis. Tidak ketinggalan, R. Soepomo, seorang
Guru Besar pada Rechtshoogeschool dan Bestuursacade-—
mie. Dari kalangan Afinnenlandsch Bestuur kita dapati
nama-nama R.A.A. Wiranatakoesoemah {(Regent Bandung),
Svesanto Tirtoprodjo (Burgemeester Madiun), R.A.A.
Soemitro Kolopaking Poerbonegoro (Regent Banjarnega-~
ra). Dan masih banyak lagi, yang kiranya akan terlalu
panjang jika disebutkan satu per satu.



raan Indonesia menurut UUD 1945, dalam sebuah judul
"Perbandingan Sistem Ketatanegaraan antara Republik In-

donesia dengan Hindia Belanda"

B. Identifikasi Masalah

Apabila IS dan UUD 1945 kita perbandingkan, maka sekilas
akan tampak adanya persamaan—persamaanlyang amat mena-
rik. Khususnya dalam hal badan kenegaraannya. Apabila
badan kenegaraan kedua ’konstitusi’ tersebut kita jejér—

kan, maka akan tampak sebagai berikut:

Gouverneur Generaal/ - Presiden/

Luitenant Gouverneur Generaal Wakil Presiden

Raad van Nederlandsch-Indie - Dewan Pertimbangan
Agung

Volksraad - Dewan Perwakilan
Rakyat

Algemeene Rekenkamer - Badan Pemeriksa
Keuangan

Hooggerechtshof ' - Mahkamah Agung

van Nederlandsch-Indie

Persamaan—-persamaan inilah yang mengundang satu perta-
nyaan pokok yang memerluksn pengkajian: Mengapa terdapat

persamaan—persamaan seperti yang tampak di atas itu?

Untuk menjawab hal itu, di sini dapat dirumuskan suatu
asumsi: Persamaan—persamaan itu merupakan suatu ge jala

vang bersifat universal ataupun suatu kebetulan belaka.



Artinya, komponen—komponen itu memang merupakan suatwu
hal yang umum. Seperti misalnya, pada setiap negara vang
berbentuk republik, selalu terdapat jabatah presiden. A-
tau, banyak negara yang mempunyai suatu badan yang ber-
fungsi sebagai wadah wakil—wakil rakyatnya. Ada pula se-
buah contoh yeng menunjukkan, meskipun antara dua buah
konstitusi mempunyai unsur-unsur yang sama, akan tetapi
sebenarnya antara keduanya tidak terdapat hubungan sama
sekali. Misalnya, Konstitusi India dan Konstitusi Yugo-
slavia. Menurut pengamatan Henc van Maafseveen dan Ger

8 antara keduanya terdapat persamaan-persa-—

ven der Tang
maan yang cukup besgr. Namun demikian tidak ada bukti-
bukti yang menunjukkan bahwa Konstitusi India telah di-

Jadikan model untuk menyusun Konstitusi Yugoslavia.

Perlu pula diingat bahwa naskah awal rancangan UUﬁ 1945
itu dirumuskan oleh.Panitia Soepomo hanys dalam waktu
yang tidak lebih dari satu hari saja (12 Juli 1945). De-
ngan demikian besar kemungkinan para Perancang UUD 1945
itu cenderung mempergunakan ’konstituéi’ yang mereka
kenal dengan baik éebagai model-utamanya. 'Konstitusi’
model itu adalah IS. Sementara konétitusi—konstitusi
vang lain, seperti Konstitusi Amerika Serikat dan seba-—

gainya itu dipergunakan sebagai penyempurna.

Dengan demikian masalah pokok yang dihadapi dapat diru-

8 Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, Written
Constitutions: A Computerized Comparative Study, New
York: Oceana Publications, Inc., 197, hal. 269



muskan sebagai berikut: Apakah persamaan—-persamaan vang
terdapat di dalam IS dan UUD 1945 itu merupakan sesuatu
vang kebetulan belaka, atau IS memang benar-benar telah
dipergunakan sebagai model bagi penyusunen ataupun pem-

buatan UUD 1945,

C. Pembatasan Masalah

Guna memperjelas masalah dan penyederhanaan analisis,
perlu kiranya dikemukakan beberapa pengertian dan ling-
kup permasalahan dalam penelitian ini. Pertama-tama me-
nyangkut aspek lingkup operasicnal penelifian. Seperti
telah tersirat di atas, penelitian ini hanye akan memba-
tasi diri pada IS dan UUD 1945 saja. Dengan demikian,
'konstitusi-konstitusi’ ﬁindia Belanda yang lain (Reger-
jngsregleﬁ;nten) tidak akan ikut dibahas. Demikian,pula
dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia selaiﬁ uuD
1945, yaitu Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Se-
mentara 1950, juga tidak akan dibicarakan. Perkembangan
sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 setelah tang-
gal 18 Agustus 1945-pun juga tidak akan menjadi topik u-

tama penelitian ini.

Selanjutnya hal-hal vang akan diperbandingkanpun terba-—
tas. Hanya menyangkut aspek sistem ketatanegaraannya sa-
ja. Itupun hanya sistem ketatanegaraan pada tingket pu-

sat semata-mata. Jadi, penelitian ini tidak akan menca-
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kup badan-badan kenegaraan di tingkat daerah.

Di lain pihak pengertian ’'terbatas pada sistem ketatane—
garaan’ ini juga mengandung maksud, bahwa sistem falsa-
fah yang melatarbelakangi kedua *konstitusi’ tersebut di
atas juga berada di luar konteks pembicaraan. Menganalo-~

gikan ucapan Gunawan Mangunkusuma,9

maka hubungan sis-
tem filsafat kenegaraan dengan sistem ketatanegaraan itu
ibarat lampu. Wujud lahirnya ialah sistem ketatanegara-
an,'akan tetapi minyak yang ada di dalamnya adalah sis-
tem filsafat kenegaraan. Palam rangka pemikiran ini, ma-

ka lingkup penelitian ini hanya akan mencakup ’wujud la-

hirnya' saja.

Berikutnya adalah pembatasan peristilahan yang diguna-
kan. Pertama-tama, perlu diperjelas mengenai maksud is-
tilah ’model’. Pengertian ’model’ yang dipergﬁnakan di
sini adalah pengertian ‘model’ seperti yang dikemukakan
.oleh Henc Masarseveen dan .Ger van der Tang. Dalam bukunya
vang berjudul #ritten Constitution: A Computerized Com-
parative Study, kedua ahli tatanegara dari Universitas
Erasmus itu mengartikan ’model’ itu sebagai ... a repre-

sentation of an original. ...there is an analogy betlween

it and the original (... suatu representssi dari asli-
nya. ... ada analogi antara model dengan aslinya). Jadi,
g oTTTmmmmm s

Slamet Mulyena, Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme
sampai Kemerdekaan, jilid 1, Jakarta: Inti Idayu
Press, 1968, hal. -29
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pengertian 'model!' di sini bukanlah dalam arti suatu

'bentuk ataupun konsep ideal’.

Pengertian lain yang perlu mendapat kejelasan adalah
pengertian ’'sistem ketatanegaraan’. Sistem ketatanega-
raan mengandung pengertian yang lebih luas daripada pe-
ngertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan biasa-
nya hanya mengacu kepada_bentuk hubungan antara badan
legislatif dengan badan eksekutif.lo Sistem ketatanega-
raan mencakup pengertian susunan, fungsi, dan hubungan

antar badan kenegaraan.

Adapun yang dimeksud dengan badan kenegaraan di sini a-
dalah badan-badan negara yang diatur di dalam UUD 1945
serts Badan~badan pemerintahan seperti vyang diatur di
dalam IS. Sementara naskah UUD 1945 yang dipergunakan di
sini adalah naskah UUD 1945 yang diundangkan melalui Be-—
rita Negara Republik Indonesia tahun II no. 7, tertang-

gal 15 Februari 1948.

D. Tujuan dan Kegunaen Penelitian

Atas dasar uraian di atas, maka penelitian ini mempunyai
tujuan sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan berbagai hubungan (persamaan-persama-

an dan perbedaan-perbedaan) yang ada antara IS dengan
Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Ta-
ta Negara, Jakarta: Rajawali, cet. ke dua, 191, hal.
76 ‘
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UUD 1945. Khususnya yang menyangkut badan kenegara-
annya. lIdentifikasi ini akan meliputi identifikasi
aspek bentuk maupun aspek isi atau pokok-pokok ma-

salah yang diatur di dalam kedua ’konstitusi’ itu.

2. Menganalisis persamaan-persamaan dan perbedaan-perbe-
daan serta indikesi-indikasi yang mungkin ada, yang
dapat memberi petunjuk bahwa IS itu memang telah di-
pergunakan sebagai model dalam penyusunan (rancangan)
UUD 1945. Dari sini diharapkan akan terumus sesuatu
teori mengenai hubungan yang ada antara UUD 1945

dengan IS, sesuai dengan realita yang ada.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian di atas, di-
harapkan akan diperoleh suatu gambaran yang lebih jelas

mengenai UUD 1945 itu sendiri.

Apabila terbukti bahwa IS juga mempunyai andil dalam pe—
nyusunan (rancangan) UUD 1945, di sinilah perlunya ke-
waspadaan kita. IS itu sendiri disusun tentu di dalam
rangka mengamankan tujuan—-tujuan kolonial Pemerintah Ja-
Jahan Belanda. Dengan demikian aspek—-aspek yang kita am-
bil alih itu tentunya harus digunakan sebaik-baiknya gu-
na memajukan kepentingan nasional, dgn bukan untuk me-
lanjutkan sistem kolonial, yang diterapkan di atas kepa-

la bangsa kita sendiri.
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E. Kerangka Pemikiran

Masalah pengaruh-mempengaruhi itu bukanleh sesuatu yang
luar biasa. Tidak terkecuali dalam hal konstitusi. Indi-
kasi-indikasi yang ada telah mendorong Henc van Maarse-
veen dan Ger van der Tang untuk menganggap bahwa Konsti-
tusi Jepang itu mengambil Konstitusi Amerika sebagai mo-
delnya. Konstitusi Belgia lé3l memperoleh pengaruh dari
Konstitusi Perancis. Sedangkan Konstitusi Rusia 1931 di-

Jadikan model sewaktu Konstitusi Rumania 1948 disusun.

Secara luaé telah pula diketahui bahwa konstitﬁsi keba-
nyakan negara Persemakmuran (bekas jajahan Inggris) itu
mempunyéi konstitusi yang biasa disebut konstitusi model
Wéstminster. Demikian pula negara—-negara bekas jajahan
Perancis, banyak mengambil Konstitusi Perancis sebagai

model pada waktu konstitusi mereka itu disusun.

Tidaklah mustahil bahwa Indonesiapun memperoleh berbagai
pengaruh dari luar. Hal itu mengingat posisi geografis
~wilayah Indonesia. Bahkan tidak kurang dari Presiden
Soeharto sendiri pernah mengatakan bahwa Pancasilapun
tidak lepas dari berbagéi pengaruh ini. Hal ini nyata di
dalam sambutan Presiden pada Peringatan Hari Ulang Tahun
ke XXIV Parkindo, tanggal 15 November 1969 di Surabaya.
Pada waktu itu Presiden antara lain mengatakan:
Jadi, Pancasile sebenarnya bukan lahir secara menda-

dak pada tahun 1945; melainkan telah melalui proses
vang panjang, dimatengkan oleh sejarah perjoangan
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bangsa kita sendiri, melihat pengalaman bangsa-bangsa
lain, diilhami oleh ide~ide besar dunia, dengan tetap
berakar pada kepribadian bffgsa kita sendiri dan ide
besar bangsa kita sendiri.

Dengan demikian UUD 1945 diperkirakan tidak pula luput

dari gejala ini.

Selanjutnya Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang me-

nerangkan, bahwa ada dua cara modelling ini, yaitu:

1. aspek bentuk, yang berarti bahwa yang diambil sebagai
contoh adalah cara-cara penyusunannya, pengorganisa—

siannya, dan seterusnya,

2. aspek isi atau pokok-pokok masalahnya.

Untuk itu, kedua sarjana itu mengajukan dua buah krite-
- ria yang harus dipenuhi, agar suatu konstitusi itu dapat
‘dikatakan telah dipergunakan sebagai model di dalam pe-—

nyusunan konstitusi yang lain. Kriteris itu adalah:

1. terdapat suatu hubungan (coppnection) di antara ke-

duanya,

2. konstitusi yang satu sungguh-sungguh telah mempergu-

nakan konstitusi yang lain sebagai modelnya.

~ Atas dasar itu,.maka kedua sarjana itu berkesimpulan

bahwa untuk mencari‘hubungan antara dua buah konstitusi

11 Krissantono (ed), Pandangan Presiden Soeharto tentang
Pancasila, Jakarta: Centre for Strategic and Interna-
tional Studies, cet. IV, 1970, hal. 10
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yang‘menjadi objek penelitian itu, kedua konstitusi ter-
sebut harus dijejerkan, dan kemudian diperbandingkan sa-

tu dengan yang lain,

Tidek lupa pula dikemukakan adanya beberapa kendala vang
dapat mewarnai suatu penelitian yang hendék menyelidiki:
Apakah suatu konstitusi itu telah dijadikap model di da~
lam penyusunan suatu konstitusi yang lain, atau tidak?
Di dalam penelitian yang semacam itu, perlu ditemukan
indikasi~indikasi yang menunjukkan bahwa konstitusi yang
satu itu merupakan model bagi konstitusi yang lain. Ma-
salﬁhnya muncul, karena tidak jarang para penyusun (ran-
cangan) konstitusi itu mengambil-oper beberapa konsep
vang terdapat di dalam konstitusi vang lain tanpe disa-
dari sepenuhnya (unwittingly). Artinya, mereka memasuk-
kan_konsep—konsep itu begitu saja, tanpa sadar bahwa
konsep-konsep itu sebenarnya merupakan hasil peng—copy—
an dari komstitusi yang lain. Hal ini kiranya disebab-
kan, karena konsep—konsep itu telah cukup metang terda-
pat di dalam otak sang penyusun. Sehingga konsep-konsep
konstitusi lain itu keluar begitu saja sewaktu dilakukan
penyusunan konstituéi vyang bersangkutan. Faktor 'unwit-
tingly’ inilah vang kelak akan memperéulit penelitian/

pelacakan kembali.

Kesulitan yang ke dua menyangkut masalah perumusan di

belakang panggung. Penyusun draft (rancangan) konstitusi
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itu biassanya bukan dilakukan oleh mereka yang secara po-
litis bertanggungjawab. Akan tetapi draft tersebut digo-

dog oleh pars ahli (draftmen) yang bekerja di belakang

panggung.

Lebib jauh kitapun perlu pula memberi perhatian kepada
faktor universalitas seperti yang‘telah disinggung di
muka. Suatu kesamaan konsep yang terdapat di dalam dua
- buah konstitusi bukanlah suatu konsep yang bersifat uni-
versal, jika hanya terdapat pada kedua konstitusi itu
saja. Artinya, kiranya dapat dikétakan di sini, jika ki-
ta berhasil menemukan persamaan—-persamaan yang khas,
yang hanya terdapat pada kedua konstitusi objek peneli-
tian kita itu, kite telah dapat mengarah kepada suatu
kesimpulan bahwa konstitusi yang satu telah dijadikan
model bagi konstitusi yang lain. Dalam hal ini faktor
historis amat menentukan, Antara India dengan Yugoslavia
memang tidak ada hubungan historis. Akan tetapi antara
Hindia Belanda dengan Indonesia hubungan yang semacam i-
tu jelas ada. Hubungan historis ini tentu akan memberi

bobot yang kuat kepada metoda perbandingan di atas.

Namun demikian, masih terdapat kesuliten, menyangkut ca-
ra bagaimana menemukan persamaan—-persamaan khas tersebut
di atas. Secara ideal kita harus menjéjerkan semua kon-
stitusi yang ade pada waktu (rancangan) UYD 1945 itu di-

susun. Suatu cara kerja yang luar biasa pelik. Untuk itu
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- mengikuti cara kerja Henc van Maarseveen dan Ger van
der Tang - di dalam penelitiap ini hanya akan diperguna-
kan empat buah 'konstitusi model’ sebagai faktor pemban-
dingnya. Keempat konstitusi model tersebut adalah KXon-
stitusi Amerika Serikat, Konstitusi Inggris, Konstitusi
Perancis, dan Konstitusi Uni Soviet. Hal ini disebabkan
karena keempat konstitusi tersebut banyak méngilhami dan
dijadikan model bagi berbagai konstitusi yang lain.lZ
Dengan demikian, suatu komponen merupakan suatu persama-
an yang khas apabila komponen tersebut hanya terdapat di

dalam IS dan UUD 1945 saja, dan tidak terdapat di dalam

keempat konstitusi tersebut di atas.

Secara operasional, suatu komponen merupakan sesuatu
vyang khas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Hin-
dia Belanda, jika komponen tersebut tidak terdapat di
dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, Inggris,

Perancis, dan Uni Soviet.

Namun demikian, sebelum éenelitian ini dilakukan, perlu
kiranya diuji terlebih dahulu faktor tertium comparatio-
nisnya..Artinya, perlu dijawab dahulﬁ pertanyaan: Apakah
IS itu dapat/mungkin diperbandingkan dengan UUD 1845, a-

tau tidak.

Dari segi susunan badan kenegaraan, persamaan-~persamaan

badan kenegaraan seperti yang terurai di atas menunjuk-

Maarseveen, Written Constitutions ..., hal. 179
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kan adanya tertium comparationis ini. Akan tetapi dari

segi fungsinya, kiranya perlu pengkajian lebih lanjut.

Dalam hirarki perundang-undangan Negeri Belanda, IS
berkedudukan sebagai wet. Artinya IS itu merupakan sebu—
ah peraturan perundang-undangan yang setingkat di bawah
grondwet (undang-undang dasar). Dilihat dari segi ini,
maka IS jelas tidak sebanding dengan UUD 1945. Akan te-—
tapi perlu pula diperhatikan sistem berlakunya peratur—
an—-peraturan perundang-undangan Negeri Belanda (hef Ko~
ninklijk der Nederlanden) yang berlaku pada masa berla-

kunya Grondwet 1922.13

Menurut pasal 2 Grondwet 1922 (GW 1922), maka GW 19322 i-
ni semata-mata hanya berlaku untuk Negeri Belanda (het
Rijk In Buropa) saja. Jadi tidak secara langsung berlaku

untuk jajahan Belanda, yaitu Hindia Belanda, Suriname,

14

dan Curacao. Untuk wilayash-wilayah jajahan itu, ber-

laku pasal 61 GW 1922, yang antara lain berbunyi:

De Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie, Suriname
en Curacac wordt door de wet vastgesteld; andere on-—
derwerpen worden door de wet geregeld, zoodra de be-
fhoefte daaraan blijkt te bestaan ... Onverminderd het
"bepaalde in het eerste 1lid van dit artikel wordt de
regeling van de inwendige sangelegenheden van Neder—
landsch-Indie, Suriname en Curacao overgelatenm aan
aldaar gevestigde organen, op de wijze bij de wet
vast te stellen, ...

Pada waktu IS diundangkan, Grondwet yang berlaku ada-

lah Grondwet 1922, yang kemudian pada tshun 1938 di-

perbarui menjadi Grondwet 1938.

14 Ph. Kleintjes, Staatsinstellingen van Nederlandsch-
Indie, Eerste deel, Amsterdam: J.H. de Bussy, 1933,
hal. 59 '
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(Susunan ketatanegaraan Hindia Belanda, Suriname, dan
Curacao diatur dengan undang-undang; hal-hal lain di-
atur dengan undang-undang sesuai dengan kebutuhan ...
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada ayat
satu pasal ini, maka pengaturan mengenai masalah in-
tern masing-masing wilayah jajahan diserahkan kepada
badan-badan setempat dengan cara yang diatur oleh un-
dang-undang,...) '
Guna memepuhi bunyi pasal 61 GW 1922 ini, pada tahun
1925 diundangkanlah IS ini. Sehingga tidaklah berlebihan
Jika IS dipandang sebagai konstitusi bagi Hindia Belan-
da.15 Dengan demikian dilihat dari segi fungsinya, anta-
ra IS dengan UUD 1945 terdapat persamaan fungsi: sebagai
konstitusi. IS adalah konstitusi Hindia Belanda dan UUD

1945 adalah konstitusi Republik Indonesia,

. Atas dasar uraian di atas, maka syarat tértium compara-—
tionis (baik segi fgngsi mgupun susunan) bagi pemban-
dingan antara IS dengan UUD 1945 terpenuhi. Dengan katé

.lain, IS dan UUD 19456 memenuhi syarat untuk diperban-

dingkan satu sama lain.

F. Metoda Penelitianm

Melihat materi penelitian sebagaimana terurai di atas,
maka jenis penelitian yang kiranya cocok untuk diperéu—
nakan di sini adalah jenis penelitian normatif. Peneli-

tian ini akan berusahd untuk melukiskan hal-hal yang ada
C.J. Franssen, et.al., Staatsinrichtipg van Nederland
en Nederlandsch-Indie, Groningen: J.B. Wolters
Uitgevers—-maatschappij, 1930, hal. 92
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di sekitar IS dan UUD 1945, dengan cara melakuken studi
kepustakaan. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat

digolongkan sebagai penelitian kepustakaan.

Selanjutnya, cara analisis yang hendak dilakukan adalah
analisis kualitatif. Artinya analisis ini tidak akan
mempergunakan rumusan-rumusan angka sebagai alat bantu
analisisnya, melainkan akan lebih bersifat fenomenolo-
gis. Analisis yang akan dilakukan akgn banyak mempergu-
nakan metoda penafsiran sejarah—hukum serta metoda per-
bandingan-hukum, dengan metoda pefbandingan-hukun seba-
gai metoda utamanya. Analisis ini akan berangkat dari
identifikasi fakta-fakta sejarah hukum Hindia Belanda
dan sejarah penyusunan UUD 1945 guna memehamil sistem ke-
tatanegaraan Hindia Belanda serta Republik Indonesia itu
sendiri. Untuk kemudian mengkajinya dengan cara memban-—
dingkannya satu dengan yang lain. Selanjutnya, kedua
sistem ketatanegaraan ini akan diperbandingkan lagi de-
ngan sistem ketatanegaraan negara pembanding (Amerika
Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet). Hal ini
perlu guna memperoleh pérsamaan—persamaan vang khas an-—
tara sistem ketatanegaraan Hindia Belanda dan Republik

Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tuJuan‘penelitian ini dapat tercapai dengan sebaik-



21

baiknya maka penelitian ini akan terdiri atqs langkah-
langkeh sebagai berikut: Pertama—-tama perlu dilakukan
terlebih dahulu pengkajian atas data-deta yang ada di
sekitar IS dan UUD 1945 itu sendiri. Hal ini penting un-
tuk memperoleh gambaran yang lebih terinci dan teliti
mengenai fakta-fakta yang terdapat pada dan di sekitar

kedua ’'konstitusi? itu.

Ates dasar fakta-fakta tersebut kita dapat mengidentifi-
kasikan persamaan—-persamaan dengan perbedaan-perbedaan
vang ada pada kedua konstitusi itu. Pada gilirannya, a-
kan dilakukan analisis terhadap persamaan-persamaan itu.
Apakah persamaan-persamaan itu memang sesuatu vang khaé
atau bukan. Dan akhirnya pengkajian ini akan ditutup de-

ngan sebuah kesimpulan dan rekomeﬁdasi vang diperlukan.





